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Dengan Hormat,
Kami dari Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan ini mengajukan permohonan
kepada Bapak/Ibu untuk dapat kiranya menerima mahasiswa/i kami berikut ini :
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Judul Skripsi . Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan

Bermotor Dengan Modus Sewa-Menyewa Di Kota Palangka Raya.
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Untuk dapat melaksanakain Penelitian Skripsi di Kantor Kepolisian Resor Kota Palangka Raya
(Polresta). Adapun pelaksanaan Penelitian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
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Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami
ucapkan terima kasih.




*

"

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DAERAH KALIMANTAN TENGAH
RESOR KOTA PALANGKA RAYA v
JI Tjilik Riwut Km. 35 Palangka Raya 73112 Palangka Raya, <& Oktober 2022
Nomor B/l /X202
Klasifikasi BIASA
Lampiran
Perihal pemberitahuan selesai penelitian
Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Palangka Raya
An. SRI DIFAYANTI

Kepada
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIV. PALANGKA RAYA

di
Palangka Raya

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya nomor : 1397 / UN24.7. / EP / 2022, tanggal 11
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2 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Mahasiswa Saudara tersebut di atas telah
selesai melaksanakan penelitian di Polresta Palangka Raya dalam rangka penyelesaian Penelitian Tesis Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul Skripsi "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
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SURAT PERJANJIAN SEWA KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini tanggal kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama 2 'QC YA )L‘\C‘)’“Gto
Pekerjaan 5 k)f)?rf\%&pb?{a

L Belac) oo . 19)

Alamat
Untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama atau Pemilik.
Nama 3

Alamat

No. Telepon
Untuk selanjutnya menjadi Pihak Kedua atau Penyewa.

Selanjutnya kedua belah Pihak setuju untuk melakukan transaksi sewa menyewa satu unit Kendaraan
Bermotor yang dioperasikan di wilayah kota Palangka Raya dengan Spesifikasi sebagai berikut :

Mawaa Qo >

1. Merk/Type T N (AN Db R TR e SRR RO
561

2. Tahun .

3. No. Polisi AT

Adapun syarat sewa-menyewa sebagai berikut :

Harga sewa Rp. ((‘[ ..... ece ,- per hari/minggu/bufan, dibayar di awal sewa.

Harga sewa merupakan harga tetap, tidak akan berubah selama perjanjian sewa ini berlangsung.

Masa sewa adalah .....%...... hari/minggu/buten sejak tanggal berlakunya surat perjanjian ini.

Bahan bakar ditanggung oleh Pihak Kedua.

Oli motor dan service tiap bulannya ditanggung oleh Pihak Pertama.

Kerusakan kecil seperti busi, ban dalam, helm ditanggung kedua belah pihak.

Kerusakan besar dengan biaya di atas seratus ribu rupiah ditanggung oleh Pihak Kedua.

Kehilangan atau kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan maupun kelalaian, serta biaya

administrasi yang timbul ditanggung oleh Pihak Kedua. s

9. Pihak Kedua memberitahukan perpanjangan sewa maksimal 1 hari sebelum masa sewa berakhir
dan melakukan pembayaran untuk sewa berikutnya.

10. Pihak Pertama tidak diperkenankan menyewakan atau memindahtangankan ke Pihak Ketiga
selama perjanjian masih berlaku.

11. Pihak Pertama berhak melaporkan kepada pihak berwajib jika terdapat indikasi Pihak Kedua
melakukan tindak pengelapan atau tindak kriminal lainnya.
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Demikianlah surat perjanjian sewa menyewa dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama : Pihak Kedua
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Gambar 1. Surat Perjanjian Sewa Kendaraan Bermotor Neo Rental
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Gambar 2. Kwitansi Pembayaran Sewa Motor Neo Rental
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Gambar 3. Dokumentasi dengan Bapak Robertus Robby Julianto selaku
pemilik Neo Rental.



Gambar 4. Dokumentasi wawancara dengan Aiptu Derajad Arianto
selaku Kepala Unit Il Ranmor & Kamneg Satreskrim
Polresta Palangka Raya.
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Gambar 5. Dokumentasi wawancara dengan Briptu San Krispriadi
Sinaga S.H. selaku Bintara Unit Il Ranmor & Kamneg
Satreskrim Polresta Palangka Raya.



